
 
KABUPATEN WONOSOBO 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PACARMULYO 

KECAMATAN LEKSONO 

NOMOR : 143/03/2025 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN PENGAWAS PEKERJAAN DESA PACARMULYO 

KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO 

 

KEPALA DESA PACARMULYO, 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 

yang efisien, terbuka dan berkualitas sangat 

diperlukan bagi penyelenggaraan pembangunan di 

desa, sehingga akan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu membentuk Pengawas Pekerjaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut pada huruf a dan b, maka perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Desa Pacarmulyo 

tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Desa 

Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten 

Wonosobo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4286); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 611); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1506); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan 

dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan 

di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2015 Nomor 64); 



15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 

2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73); 

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 

2015 tentang Pedoman Perencanaan 

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74); 

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2018 Nomor 48); 

18. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

2025 (Lembaran Desa Pacarmulyo Tahun 2024 

Nomor 3); 

19. Peraturan Desa Pacarmulyo Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa 

Pacarmulyo Tahun 2024 Nomor 6). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

KESATU 

: 

: 

 

Menetapkan Pengawas Pekerjaan dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini. 

 

KEDUA : Tugas Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU, meliputi : 

a. Melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan 

fisik sesuai yang tercantum dalam dokumen RAB 

yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, 

jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu 

dan tempat penyelesaian pekerjaan; 

b. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui 

pemeriksaan / pengujian; dan 

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil 

Pengawasan Pekerjaan. 

 

KETIGA 

 

: Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan, 

Pengawas Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala 

Desa Pacarmulyo selaku Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat 



dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada 

APBDes Tahun 2025. 

 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Pacarmulyo 

pada tanggal 2 Januari 2025 

 



  



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pacarmulyo 

Nomor : 143/03/2025 

Tanggal: 2 Januari 2025 

 

DAFTAR NAMA PENGAWAS PEKERJAAN  

DESA PACARMULYO KEC. LEKSONO KAB. WONOSOBO 

 

1. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Perpustakaan Desa 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN DALAM 

PENGAWAS 

1. 

2. 

3. 

 

FINA ISTIANI,S.H. 

HERFIN AIFANDA 

BINGIN SETIABUDI 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

  

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

 

2. Kegiatan PENINGKATAN JALAN MASJID DUSUN JETIS 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN DALAM 

PENGAWAS 

1. 

2. 

3. 

 

FINA ISTIANI,S.H. 

HERFIN AIFANDA 

BINGIN SETIABUDI 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

  

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

 

3. Kegiatan PENINGKATAN JALAN EKS PNPM DUSUN GENDOL 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN DALAM 

PENGAWAS 

1. 

2. 

3. 

 

FINA ISTIANI,S.H. 

HERFIN AIFANDA 

BINGIN SETIABUDI 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

Tokoh Masyarakat 

  

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

 


